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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
dan diperbarui dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 menuntut
kebijakan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur
sendiri dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat
berdasarkan asas otonom. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat
dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan,
namun harus di imbangi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang
mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional,
transparan, partisipatif dan bertanggungjawab, oleh karena itu
diperlukannya pengendalian internal untuk mencegah terjadinya
kecurangan. Bahkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah(PP)
No0.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)
untuk mencapai pengelolaan uang negara yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel.

Meski telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah kecurangan
masih kerap terjadi, semua itu dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian
intern suatu organisasi (sektor publik/ sektor swasta). Berdasarkan hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan



Pemerntah Daerah(LKPD) pada tahun 2013 terhadap 494 LKPD ditemukan
6.406 kasus, dan mengalami peningkatan tahun 2014 yaitu ditemukan 6.531
kasus terhadap 428 LKPD. Adanya peningkatan temuan kasus terkait
dengan kelemahan SPI maka tidak sejalan dengan keinginan pemerintah
untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel. Ada beberapa faktor
yang mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah,
diantaranya : Pertumbuhan ekonomi, Size, PAD dan Kompleksitas.

Pertumbuhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kelemahan pengendalian intern. Dalam penelitian yang dilakukan oleh
Doyle et. al (2007) yang menyebutkan bahwa adanya personil baru, proses,
dan teknologi biasanya dibutuhkan untuk menyeimbangkan pengendalian
intern dengan pertumbuhan entitas perusahaan tersebut. Dalam penelitian
yang dilakukan oleh Putro (2013), Nur dan Dian (2016), dan Abdul Majid
dkk (2016) menyatakan pertumbuhan dari pemerintah daerah berpengaruh
positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Selain pertumbuhan ekonomi, size (ukuran) merupakan suatu entitas
yang juga mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Ukuran
Pemerintah di ukur dari aset yang dimiliki daerah. Hasil temuan penelitian
yang dilakukan Putro (2013), Nailatul (2015) dan Abdul Majid dkk (2017)
menemukan bahwa size (ukuran) berpengaruh negatif terhadap kelemahan
pengandalian intern. Kristanto (2009) menemukan bahwa ukuran

pemerintah berpengaruh positif terhadap pengendalian intern.



Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber
pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Menurut UU
NO.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu
pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan
potensi daerahnya. PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan
daerah, semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah semakin besar pula
kemampuan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yaitu dalam hal
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin bagus,
pengembangan kehidupan demokrasi, serta pemeliharaan hubungan yang
serasi antara pusat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mempengaruhi kelemahan
pengendalian intern pemerintah daerah. Dalam satu sisi pemerintah daerah
memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya
termasuk pengelolaan pendapatan daerah baik berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dana perimbangan ataupun dana lain-lain dari pendapatan
daerah yang sah, namun disisi lain dengan luasnya kewenangan yang
dimiliki serta besarnya dana yang dikelola berdampak terjadinya
penyimpangan pengelolaan keuangan daerah oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab sehingga membuat tingginya kelemahan pengandalian
internal di dalam pemerintahan daerah. Penelitian Abdul majid dkk (2017)
menemukan adanya pengaruh positif PAD tetapi tidak signifikan terhadap

kelemahan pengendalian intern. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh



Puspitasari (2013), Rudi Hartono dkk (2014) tidak menemukan pengaruh
PAD terhadap kelemahan pengendalian intern.

Faktor lain yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern
pemerintah daerah adalah kompleksitas. Kompleksitas dapat diukur atau
dihitung dengan jumlah kecamatan atau jumlah skpd. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Rudi Hartono dkk (2014) yang diukur menggunakan jumlah
kecamatan berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.
Puspitasari (2013) juga menemukan pengaruh positif kompleksitas daerah
terhadap kelemahan pengendalian intern dengan menggunakan jumlah
SKPD sebagai kompleksitas daerah. Sedangkan dalam penelitian Martani
dan Zaelani (2011) tidak menemukan adanya pengaruh jumlah kecamatan
terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Rudi Hartono, dkk (2014). Berdasarkan hasil beberapa penelitian
sebelumnya yang tidak konsisten hasil temuanmya, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh Pertumbuhan,
Size, PAD dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.
Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan di Kabupaten /
Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2014.

Oleh karena itu peneliti mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DAERAH”. (Studi Kasus Pada Kabupaten /

Kota di Jawa Tengah 2012-2014).



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

masalahnya sebagai berikut:

1.

Adakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kelemahan
pengendalian intern pemerintah daerah Pada Kabupaten / Kota di Jawa

Tengah 2012-2014?

. Adakah pengaruh Kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern

pemerintah daerah Pada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah 2012-2014?

. Adakah pengaruh size terhadap kelemahan pengendalian intern

pemerintah daerah Pada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah 2012-2014?
Adakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kelemahan
pengendalian intern pemerintah daerah Pada Kabupaten / Kota di Jawa

Tengah 2012-2014?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ada empat.

. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah Pada

Kabupaten / Kota di Jawa Tengah 2012-2014.

. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh Kompleksitas terhadap

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah Pada Kabupaten /

Kota di Jawa Tengah 2012-2014.



3. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh size terhadap kelemahan
pengendalian intern pemerintah daerah Pada Kabupaten / Kota di Jawa
Tengah 2012-2014.

4. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah Pada
Kabupaten / Kota di Jawa Tengah 2012-2014.

Manfaat Penelitian

1. Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi,
pembanding dan bahan acuan bagi instansi pemerintah dalam mengetahui
perkembangan pada masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa
Tengah.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perbandingan
peningkatan pada masing-masing sektor dalam pemerintahan sekaligus
mengetahui peningkatan serta kemajuan suatu wilayah kabupaten dan
kota.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk
penelitian selanjutnya yang sejenis dengan memberikan tambahan
variabel seperti perbandingan dengan laju pertambahan penduduk

sebagai pembanding.





